
Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Camat dalam 
menyelenggarakan tugas um urn pemerintahan dan 
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh Bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 126 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
rcruung Pcmcrintahan Dacrah, perlu adanya Pelimpahan 
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat; 

b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian 
Kcwcnarigun Pemcrintahar, olch Bupati Grobogan kepada 
Carnal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 
Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah, 
sudah tidak sesuai lagi dengan si tuasi dan kondisi 
perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan 
pcraturan pcrundang-undangan, maka kctentuan dimaksud 
perlu ditinjau kcmbali dan ciisesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huru f b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Pemrosesan dan Penanda tanganan Perizinan dan Non 
Perizinan kepada Camat; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
) 

Indonesia Tahun 1945; 

2 .. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarig Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 3'.2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagairnana telah diubah beberapa kali 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedi,a atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 1 L Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 Lentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nornor 4578); 

7. Peraturan Perncr intah Nornor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan PemerinLahan Daerah Kepada Pernerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepa.da Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Prcvinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

1, 

Mengingat 
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PERATURAN BUPATI T~NTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN PEMROS~SAN DAN PENANDATANGANAN 
PER!ZINAN DAN NON PERlZfNAN KEPADA CAMAT. 

MEt11 UTUSKAN : 

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelayanan Admir.istrasi Terpadu Kecamatan; 

12. Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 32); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 

teritang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Pe rwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupateri 
Grobogan Tahun 2008 Nornor 1 seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Togas Pokok 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahu.i 2008 Nomor 4 Seri D ); 

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); 

17. Peraturan Bupati Crobogan Nomor 53 Tahun 2008 ten tang 
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Togas Jabatan dan Tata Kerja 
Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Taliun 2008 Nomor 35 Seri D); 

I I 

'- .. 

Menetapkan 
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Dalam Perat.uran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan Pe ·angkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan D aerah. 
3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Carnal adalah Camat se Kabupaten Grobogan. 
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Grobogan yang rnerupakan wilayah kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah Kabupalen. 

6. Camat adalah pernimpin dan koordinator penyelenggaraan 
perneriritahan di wilayuh kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya rnernperoleh pelimpahan kewenangan 
pernerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, can rnenyelenggarakan tugas umum 
pemerin tahan. 

7. Kewenangan adalah hak nan kekuasaan untuk menentukan 
atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerinlahan. 

8. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan 
sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Bupati kepao a Camat. 

9. Rekomendasi adalah saran dimana ismya berwujud 
saran/ masukan atas perrnohonan izm yang bersifat 
administrutif dan kcwilayahan. 

10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan 
kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu 
yang dapat rnenimbulkan oahaya, kerugiaan, dan gangguan, 
Lidak terrnasuk tempal usnha/kegiatan yang telah ditentukan 
oleh Pernerintah Daerah. 

11. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dengan 
durasi 'waktu tertentu dan bersifat keliling adalah izin yang 
dibcrikan kepada setiap orang pribadi atau badan hukum 
yang melakukan kegia:.an menyangkut semua jenis 
pertunjukkan, keramaian dan permainan serta rekreasi 
dengan narna dan bentuk apapun yang ditonton atau 
dinikrnati olch setiap orang dan/ a tau masyarakat yang ruang 
lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan 
kesegaran jasmani dan rohani dengan durasi waktu tertentu. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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mengajukan dan mernujilcan suatu barang/jasa, seseorang 
a tau badan yang diselenggarakan/ ditempatkan atau dapat 
dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh 
umum kecuali reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah. 

15. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat !MB, 
adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan 
hukum untuk mendirikan/merubah/merobohkan suatu 
bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan 
pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang 
daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 
Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian 
Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat 
syarat keselamatan bagi yn11g menempati bangunan tersebui. 

16. Jzin Lokasi adalah izin yang diberikan keps da orang atau 
badan hukum unluk memperoleh tanah/p .mindahan ha k 
atas lanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalarn 

rangka penanaman modal. 
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang a tau badan hukum yang melakukan usaha dan/ a tau 
kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk mernperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. 

18. lzin Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah izin usaha 
penyelenggaraan biro perja lanan wisata dan agen perjalanan 
wisata. 

memperkenalkan, untuk dipergunakan komersial 

l :.2. Turidu Duftur C uduug. y:.111g sc l ... mj ut nyu disingkat TDU 
urln ln h :-;111·,Jt l n nclu dc11'l:1r y:.111g lx.rlu k u :-;cli:.1~;ui bukti gud;i11g 

icrscbut sudah di dalt.ir urituk dapat melakukan kegiatan 
:-;ur:111.1 cli:-;tril,usi. 

l:3. lzin Usuhu Pcnggilinga11 Pad i, I lullcr dan Penyosohan Beras 
adalah izin yang dibcrika n kepada sctiap perusahaan yang 
digcrakkun dcugan tcnug. motor pcnggcrak dan ditunjukkun 
serta digunakan untuk rnengolah padi/ gabah menjadi beras 
sosoh, mcngolah padi/gahah menjadi beras pecah kulit dan 
mcngolnh bcrus sosoh mu ijudi bcras yang lcbih baik lagi. 

14. lzin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan 
benda, alat, perbuatan a.au media ( leaflet, urnbul-urnbul, 
spanduk dan papan nama usaha) dan/atau yang menurut 
bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan 

1il<I 



.... 

perundang-undangan. 
22. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah izin usaha 

penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan 
pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum. 

23. lzin Usaha Daya Tarik Wisata adalah izin usaha pengelolaan 

daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau 
daya tarik wisata buatan/binaan manusia. 

24. Izin Usahu Pcnyclcnggaran.i Hiburan dan Rekreasi adalah izin 
usaha penyclenggaraan kegiatan berupa usaha seni 
pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan 
hi bu ran dan rekreasi iainnya yang bertujuan un tuk 
pariwisata, tetapi tidak tcrrnasuk didalamnya wisata tirta dan 
spa. 

25. lzin Usaha Jasa Pramuwisata adalah izin usaha penyediaan 
dan/ atau pengoordinasian tenaga pemadu wisata untuk 
memenuhi kebutuhan wisatawan dan.atau kebutuhan biro 
perjalanan wisata. 

26. lzin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan 
lnsentif, Konferensi dan Pameran adalah izin usaha 
pemberian jasa bagi suacu pertemuan sekelompok orang, 
penyelenggaraan perjaJanan bagi karyawan dan mitra usaha 
sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelanggaraan 
pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan 
promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, 
regional, dan intcrnasional. 

27. lzin Usahu Jasa Konsultun Pariwisata adalah izin usaha 
penyedian saran dan rekomcndasi mengenai studi kelayakan , 
perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran 
di bidang kepariwisataan. 

28. lzin Usaha Jasa Inforrnasi Pariwisata adalah izin usaha 
penycdiaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil 
penelilian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam 
bentuk bahan cetak dan Zatau elektronik. 
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peraluran sesuai 
kawasan u n tu k pcngcloluan 

pariwisata kcbutuhan mcrncnuhi 

pernbangunan dan/nt.iu 

I 9. lzi 11 Usaha Pcnycdia 11 Akomodasi adalah izin usaha 
J)l'11_\'l·di:1:111 JJL'l,1yu11u11 pcnginupan untuk wisatawan yang 
dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. 

20. Izin Usaha Jasa Makan an dan Minuman adalah izin usaha 
penyediaan makar.an d811 minuman yang dilengkapi dengan 
pcralatan dan pcrlcngkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan dan/atau penyajiannya. 

21. Izin Usaha Kawasan Pariwisata adalah izm usaha 

. n· 
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29. Izin Usaha Wisala Tirta adalah izin usaha penyelenggaraan 
wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan 
prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di 
perairan laut, pantai, sengai, danau, dan waduk. 

30. Izin Usaha Spa adalah izm usaha perawatan yang 
memberikan layanan dengan metode kornbinasi terapi air, 
terapi aroma, pijat, rernpah-rempah, layanan 
makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan 
tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap 
memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. 

31. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah izin vang diberikan 
kepada setiap Optikal yang menyelenggarakan pelayanan 
konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi 
penglihatan, pelatihan periglihatan serta pelayanan estetika 
di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak. 

32. Izin Penyelenggaraan Apotek adalah izin yang diberikan 
kepada penyelenggara Apotek untuk menyelenggarakan 
kegialan usaha apolek seso ai dengan kewenangannya setelah 
memenuhi syarat. 

33 .. Izin Penyelenggaraan Klinix adalah izin yang diberikan untuk 
menyelenggarakan pelaya, tan kesehatan yang menyediakan 
pelayanan medis d asar dan/ a tau spesialistik, 
diselenggarakan lcbih dari satu jenis tenaga kesehatan dan 
dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi 
persyaratan dan standart. 

34. Izin Klinik Kecantikan Estetika adalah izin yang diberikan 
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan (praktik 
dokter perorangan/ praktil: berkelompok dokter) yang bersifal 
rawat jalun dcngan me: .ycdiakan jasa pclayanan medik 
[konsultasi, pcrncriksaan , pengobatan dan tindakan medik) 
untuk mencegah dan mcngatasi berbagai kondisi/ penyakit 
yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) 
seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik ( dokter, dokter 
gigi, dokter spesialis dan ctckter gigi spesialis) sesuai keahlian 
dan kewenangannya. 

35. lzin M,endirikan Rumah Sak it adalah izin yang diberikan 
kepada institusi pelayanan kesehatan untuk mendirikan 
rumah sakit yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) 
tah un dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. 
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36. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan 
kepada instit.usi oelayarian kesenatan yang 

· rnenyeleuggarakan pelayanan kesehatan sei;ara paripi irria 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 
gawat darurat. 

37. Izin Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang 
melaksanakan pelayanan perneriksaan specimen klinik untuk 
mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan 
terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, 
penyembuhan penyakit da n pemulihan kesehatan. 

38. lzin Penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan 
untuk menyeleriggarakan pelayanan kesehatan yang 
menyediakan pelayauan rcedis dasar dan/ a tau spesialistik, 
diselenggarakan oleh Puskesmas setelah memenuhi 
persyaratan dan standart 

39. Surat lzin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat 
SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan 
usaha perdagangan. 

40. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TOP, 
adalah surat tanda penge sahan yang diterbitkan oleh PPTSP 
kepada perusahaar: yang telah melakukan pendaftaran 
perusahaan. 

41. Surat Tanda Daftar Waralaba selanjutnya disebut STPW 
adalah bukti pendaftara n prospektus a tau pendaftaran 
perjanjian Jang diberikan kepada pernberi waralaba dan/atau 
pencrima waralaba setelah mernenuhi persyaratan 
pendaftaran. 

42. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin 
yang diberikan kepada toko dengan pelayanan mandiri, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 
minimarket, supermarket, Departemen store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berberituk perkulakan. 

43. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya 
disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan 
usaha pengelolaan pasar tradisiorial, yaitu pasar yang 
dibangun dan dikelola oleh Pernerintah, Pernerintah Daerah, 
Swasta, Badan Usaha Milix Negara dan Badan Usaha Milik 
Daerah terrnasuk kerjasarna dengan swasta dengan tempat 
usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ 
dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat 
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan 
dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 
me nawar. 

II\.' 
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Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) 

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai 
Perangkat Daerah. 
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

(1) 

BAB III 
KEDUDUKP.N KECAMATAN 

Pasal3 

BAB II 
~UJUAN 
Pasal2 

Tujuan pclirnpahan sebagir.n kewcnangan pernerintahan dari 
Bupati kepada Carnat adalah untuk : 
a. rnelaksanakan fungsi pcayanan masyarakat secara efektif 

dan efisien; 
b. mendekatkan pelayanan kcpada masyarakat; 
c. mendorong turnbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur 

kecamatan; dan 
d. memperjelas dan mempertegas posisr kecarnatan dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya. 

44. lzin Usuhu Pusut Pcrbclnnjaun yang sclanjutnya disingkat 
lU PP adalah rzin untuk dapat melaksanakan usaha 

. pengelolaan Pusat Perbelanjaan, yaitu suatu area tertentu 
yang tcrdiri dari satu atau bebcrapa banguria n yang didirikun 
secara vertikal rnaupun horiscntal, dij ual atau disewakan 
kepada pelaku usaha yang atau dikelola sendiri untuk 
mcla kukun kegiatan pcrdugarigari barang. 

45. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah 
izin yang diberikan ke cada semua jenis industri dalam 

I 

kelompok industri kecil dcngan nilai investasi sampai dengan 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan 
bangunan. 

46. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat JUI, adalah 
izin yang diberikan kepada seinua jenis industri dengan nilai 
investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) diluar tanah clan bangunan. 



Pasal5 
Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati 
kepada Carnal dalam aspek perizinan sebagaimana dimaksud 
pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi : 
a. lzin Gangguan U saha Salon Kecan tikan kecuali golongan 

kecil; 
b. lzin Gangguan Usaha Rumah Makan Golongan Sedang (10 

sampai dengan 50 tern pat duduk ) ; 
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pemerintahan di tingkai kecamatan; dan 
r. membina penyclr-nggai nan Perncriruahan Desa dan/ atau 

Ke! urahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat 
yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 
belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau 
I\ c I u ru I 1 .i 11. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat 
melaksanakan keweriangan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh Bupati unt.uk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, yang meliputi aspek 
a. perizinan; dan 
b. non perizinan. 

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan 
pemerin Lahan pad a lingkup kecamatan sesuai 
ketentuan/ peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati 
kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pelayanan 

kegiatan penyelenggaraan e. mengkoordinasikan 

kete n tuan / pc ra tu ran peru nda ng u ndanga n; 
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 

penegakan dan penerapan c. mengkoordinasikan 

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 
meliputi : 
a. rnengkoordinasikan kc~iatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 

RAB IV 
WEWENJ\NG YANG DILIMPAHKAN 

Fasal 4 



11 

Pasal 6 
Pelimpahan scbagian kewenangan pemeriruahan dari Bupati 
kepada Camat dalam aspek non penzman sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi : 

c. lzin Gangguan Jasa Boga Golongan Sedar.g (100 sampai 
dengan 500 porsi); 

d. · Izin Gangguan Ruarg/ Gedung/ Gudang/Tempat 
Penyimpanan dan Penimbunan barang-barang dagangan 

I 

dcngan luasan kurang dari 200 m2; 
e. Izin Gangguan Perusahaan Konveksi Skala Kecil dan Sedang 

clcng,111 111cnggu11nl«:111 o s:1111p.1i dcngun 15 mcsin jahit: 
f. lzin Gangguan Studio Musik: 

g. Izin Gangguan Bengkel Sepeda, Sepeda Motor, Mobil, Aki 
dan Dinamo dan Service Penggantian Minyak Pelumas 
dengan luasan lahan kur ang dari 200 m2; 

h. lzin Gangguan Toko Elektroriik; 
1. Izin Gangguan Ruang Pamer dengan luas lahan kurang dari 

200 m2; 
J. Izin Gangguan Pertokoan, Toko Kelontong dan Toko Bahan 

Bangunan dengan luas kurang dari 200 m2; 
k. lzin Gangguan Pedagang Pengecer Gas LPG 3 kg maksimaJ 

50 tabung; 
1. Izin Gangguan Ternpat Penyimpanan/ Garasi/ Pool 

kendaraan angkutan barang maupun orang maksimal 2 
unit; 

m. Izin Gangguan Warung Internet dan Playstation dengan 
jumlah lebih dari 5 unit; 

n. Izin Gangguan Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor; 
o. Izin Gangguan Tempat Persewaan/ Rental Kendaraan; 
p. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dengan 

durasi waktu tertentu dan bersifat keliling; 
q. Tanda Daftar Gudang (TD3) dengan luasan kurang dari 200 

m2; 
r. lzin Usaha Penggilingan I'adi, Huller dn n Pcnyosohan Beras; 
s. lzin Reklame dalam lingkup kecamatan seternpat, kecuali 

yang berada di kota Purwodadi (Kelurahan Danyang, 
Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan 
Kuripan) dan jalan Provinsi; dan 

L. Izin I Mendirikan Bangunan hunian tunggal satu lantai 
dengan luasan bangunan maksimal 200 m2; 

' . 
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(2) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan 
merupakan objek retribusi, maka penerimaan tersebut 
merupakan penerimaan daerah dan wajib di setor ke kas 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

dan prasarana un tuk melaksanakannya. 
I 

PEMBIA Y AAN DAN PENERIMAAI\ 
Pasal 7 

( 1) Pelirnpahan sebagian kewenangan Pe~rosesan dan 
PenandaLanganan Perizirian dan Non Perizinan kepada 
Camat disertai dengan pcmbiayaan, personil serta sarana 

I 

pcrorangan/ Pcrusahaun yang berada di wilayah kerjanya; 
e. Memfasililasi pengawasan atas tanah negara dan aset 

Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya; 
f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan 

bencana skala lokal di wilayah kerjanya; 
g. Mclaksanakan pemantauan Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM) di wilayah kerjanya; 
h. Melaksanakan pernantauan kepada lembaga tenaga kerja 

swasta di wilayah kerjanya; 
1. Melaksanakan penyebaran informasi pasar kerja; 
J. Mernberikan rekomendasi/ijin survey/penelitian di bidang 

pendidikan di wilayah kerjanya; 
k. Mengkoordinasikan dun memfasilitasi penegasan dan 

penetapan batas desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya; 
1. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Desa di wilayah 

kerjanya; dan 
m. Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan 

di tingkat kecamatan. 

tan ah Pemerin tah kabupatcn, tanah kas desa dan 

kt't'.1111.11..111 di li11gku11gnn kc-rjn nvn ; 

b.· Mcluksanakun pcngad.ian tanuh kas dcsa yang beraurnbcr 
dari Anggnrnn Pcndnp.unn <L111 ll1·L111_j:1 Dnt'rnh; 

c. Mcmlasilitasi perietapan peruntukan, pengalihan status 
tanah kas desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan; 

d. Mcla ksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap 
setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah 
terlantar dan tanah kosong, baik pada tanah Negara, aset 

gedung/ ku 11 t 01· pen, bangu nu 11 / rchn b Mc l.rk sana kun a. 

. ~ , 



BAB VII 
KETENl'UAN PENUTUP 

Pasal 10 
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelirnpahan 
sebagian Kewenangan Pernermtahan oleh Bupati Grobogan 
kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 
Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Oaerah, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

13 

BAB VI 
PEMBINAAN, PEf':JCrAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 9 
Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kewenangan yang 
dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati. 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 

kelancaran dan kernanfaatan b. keserasian, 

Kepala SKPD yang mcmbidarigi: 
e. merigkoordinasikan dcngan Kepala UfYfD dan unit kerja 

lainnya atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan 
kepadanya; dan 

r. rnelakukan Iasilitasi dan penyusunan pedoman, 
mcrnbc rikan pcrnbinaan, bimbingan dan arahan serta 
melaksanakan supervisi, pengendalian dan pengawasan. 

(2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang 
dilimpahkan agar memperhatikan : 
a. norma, standar pelayanan, prosedur dan kebijakan yang 

Lelah ditentukan; dan 

kewcnangan yang (1) Camat dalam rnenyvlenggarakan 
dilimpahkan, berkewajil.an : 
a. memberituk Tim Tekms Perijinan tingkat kecamatan dari 

unsur kecarnatan dau unit pelaksana tingkat kecamatan; 
b. menyusun rencana operasional; 
c. menyampaikan laporan Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pernantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 
terkai t dengan persvaratan izin gangguan setiap bulan 
kepada Dinas/ lnstar.si 'I'eknis Daerah; 

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 
akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada 

BAB V 
PENYELCNCH ;ARAAN KE:WEN/\NCiAN 

Pasal 8 
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PATEN GROBOGAN T.\HUN 2014 NOMOR Y-1 . 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal \ Dk.1,o~ 9'0\4 · 

../ 

BAMBANG PUDJIONO 

RO BOGAN, 

./ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabuparen Grobogan. 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I 'usul l l 
Pengaturan lebih lanjut merigc nai kewenangan yang dilimpahkan 
diat ur dc ngu n Pcrut urun Buput i Lc11L~.11g Slunclar 1'<.:l.:iyanan. 

• 


